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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi permasalah yaitu Kurangnya Perhatian Pemerintah,
Kurangnya Sumber Daya Manusia, Saran dan Prasarana. Banyaknya Sasyarakat yang Belum
Mematuhi Kebijakan Terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian
kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Belitang. Metode
penelitian vang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitiatif. Teknik
pengumpulan data meliputi observasi.” dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini
menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari enam
dimensi vaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya. Karakteristik Agen Pelaksana.
Sikap atau Kecenderungan para Pclaksana, Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas
Pelaksana. Lingkungan Sosial. Ekonomi dan Politik. Hasil dari penelitian ini ditemukan
beberapa permasalahan terkait dengan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah,
kurangnya sumber daya manusia, saran dan prasarana, serta kurangnya Kkesadaran
masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan
retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak berjalan dengan baik karena tidak sesuai
dengan Peraturan Daerah yang menjadi patokan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan  karena apabila berdasarkan Peraturan Daerah seharusnya
Pemerintah mengutamakan ukuran kebijakan serta sarana dan prasarana. Saran untuk UPTD
Lingkungan Hidup yaitu melakukan penambahan petugas kebersihan, penyediaan lahan TPA,
dan meningkatkan anggaran.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pembimbing I, Pembimbing II,
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ABSTRACT

This research is motivated by ihe problem of Lack of Government Atiention, Lack of
Humai Resources, Suggesiions and Infrasivucture. Number of Sasvarakar thal Have Noi
Complied with Related Policies. This siudy aims o deiermine ihe tmplemeniciion of the waste
" cleaning service retribution policy in Belitang District. The research method used iy
descriptive  method with a  qualitative  approach.  Data  collection  techniques  include
ohservation, documeniation, and inierviews. This study uses the theory of the implementation
of Van Metter and Van Horn policies which consisiy of six dimensions, nemely Policy Size
and Ohjectives. Resources, Characteristics of Executing Agents, Attitudes or Trends of
Fxecutors, Communication between Organizations and  Implementing  Activities, Social
Lavironment, Economy and Politics. The resulls of this study found several problems relared
to the lack of facilities provided by the government, lack of human vesources, advice and
infrasiructure, and a luck of public awareness. Based on the resulls of the study it can he
concluded that the implementation of waste / cleaning service levies is not going well because
it is ol in accerdance with the Regional Regulations which become a benchmark in the
implementation of waste / cleanliness service retribution because the Governmeni should
piioritize the size of policies and facilities and infrastructure. Suggestions for the UPTD for
the Environment are to add cleaners, provide landfill land und increase the budget.

Keywords: Implementation, Policy, Waste / Cleanliness Service Retribution

Advisor I, Advisor II,
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan negara Indonesia dalam bidang pemerintahan, masih banyak
permasalahan dan urusan yang harus segara diselesaikan baik dipusat dan daerah agar
permasalahan pemerintah dapat terselesaikan maka diberlakukannya otonomi daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Dilakukannya otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang
semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan
wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar
daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat,
menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat,
mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi dengan adanya
otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan
bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-
sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah daerah
berwenang membuat sejumlah kebijakan yang terkait karakteristik dan aspirasi
masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan

maupun pendapatan daerah.



Berkaitan dengan itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
OKU Timur dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur Nomor 18
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan Daerah
tersebut menjelaskan yang dimaksud retribusi sampah adalah pemungutan biaya oleh
Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah
yang meliputi pengambilan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah dari Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta penyediaan

lokasi pembuangan akhir.

Ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan,
yaitu:
1. Kurangnya perhatian dari Pemerintah;
2 . Kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana,
3. Banyaknya masyarakat yang belum mematuhi kebijakan terkait.
Ketiga permasalahan diatas menjadi pokok utama dalam implementasi retribusi
pelayanan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Belitang.

A . Kurangnya Perhatian dari Pemerintah

Di Kecamatan Belitang terkadang kurang mendapat perhatian dari pemerintah
setempat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum-oknum tertentu yang tidak
bertanggungjawab untuk melakukan aktivitas pungutan liar (pungli). Dikutip dari koran

Sindo yang menyatakan :



“Sejumlah pedagang di Pasar Gumawang Kecamatan Belitang OKU Timur Resah.
Mereka mengeluhkan banyaknya aktivitas pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh
oknum-oknum tertentu. Untuk mengetahui hal tersebut secara rinci, Komisi Il dan IV
DPRD OKU Timur melakukan inspeksi ke pasar tersebut. Ketua Komisi Il Andi
Syaiban, Ketua Komisi IV Fenus Antonius, dan anggota Komisi IV Sugeng Carvindo
menampungsemua keluhan para pedagang termasuk beredarnya isu pembongkaran
pasar. Pengakuan pedagang ia mengaku jika ada pungutan kios.”

Seperti salah satunya di Pasar Gumawang para pedagang setiap bulan harus membayar
uang Rp 31.000,00 dan untuk per hari Rp 2.000,00 namun mereka tidak menerima karcis
sebagai tanda bukti adanya retribusi pelayanan sampah atau kebersihan, sedangkan
seharusnya para pedagang menerima karcis sebagai tanda bukti pembayaran yang telah
disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hal yang membuat pedagang juga merasa
kebingungan adalah mereka selalu membayar uang retribusi namun tidak mendapatkan
fasilitas dari hasil retribusi tersebut, hal ini terbukti dari kondisi pasar yang kumuh karena
tidak adanya pembersihan, kondisi pasar yang berantakan dan jika hujan turun pasar
tersebut banjir karena tidak adanya saluran pembuangan air. Sehingga para pedagang harus
membersihkan lapak atau tempat mereka berdagang masing-masing agar tempat untuk
mereka berdagang bersih. Dikutip dari koran Sindo yang menyatakan bahwa:

“Sejak tahun lalu, setiap bulan dirinya harus mengeluarkan uang Rp 31.000, dan untuk

per hari Rp 20.000. Awalnya lapak kita beli Rp 1 juta, tapi sekarang statusnya

menyewa. Kami semakin susah dengan banyaknya harus mengeluarkan uang .

Pedagang lainnya, Sutinah menyatakan, untuk menyewa lapak tempat jualan harus

mengeluarkan uang sebesar Rp 2 juta/tahun.”

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini digolongkan sebagai retribusi jasa
umum. Dimana dalam proses retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat dilihat
dari cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dikutip dari dalam Peraturan

Daerah Nomor 18 Tahun 2011 pasal 6 yang menyebutkan :

“(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau volume sampah.
(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non
organik berbahaya dan tidak berbahaya.



(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat
ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan
rumah tangga, perdagangan dan industri.”

Berikut adalah tabel-tabel Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Tangga,
Perdagangan dan Industri, yaitu:

Tabel 1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Tangga

Luas Bangunan Tarif
Luas bangunan 0 sd 71 M? Rp 750,-/bulan
Luas bangunan sd 150 M? Rp 1.250,-/bulan
Luas bangunan sd 300 M? Rp 2.000,-/bulan
Luas bangunan lebih dari 300 M? Rp 3.000,-/bulan

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur No. 18 tahun 2011

Tabel 2 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Makan, Pertokoan dan Sejenisnya

Volume Sampah Tarif
Kecil volume sampah sd 0,51 M?/ hari Rp 10.000,-/bulan
Sedang volume sampah sd 0,75 M®/ hari Rp 15.000,-/bulan
Sedang volume sampah lebih dari 0,75 M3 hari Rp 25.000,-/bulan

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur No. 18 tahun 2011

Dari ketiga tabel diatas dapat diukur dari struktur dan besarnya tarif yang dikenakan
pada setiap rumah tangga dan pedagang berdasarkan luas bangunannya. Selain itu,
besarnya tarif yang dikenakan juga dapat diukur dari banyaknya volume sampah yang

dihasilkan.

B . Kurangnya Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana

Kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana membuat banyaknya sampah-
sampah yang berserakan baik disekitar pasar, halaman rumah masyarakat, pinggiran jalan,
sungai maupun di tempat tertentu lainnya. Sampah-sampah tersebut juga dapat

mengganggu pemandangan dan kesehatan masyarakat sekitar. Sehingga, masyarakat




berinisiatif menggunakan kotak-kotak bekas/keranjang buah, karung bekas untuk
menampung sampah yang berserakan. Namun, kenyataannya sampah-sampah tersebut

masih juga berserakan akibat terlalu banyak sampah yang dihasilkan.
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Gambar 1 Keranjang Sampah yang Tidak Memadai (Rumah Tangga)
Sumber : Kecamatan Belitang
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Gambar 2 Keranjang Sampah yang Tidak Memadai (Pertokoan)
Sumber : Kecamatan Belitang

Tabel 3 Data Angkutan Sampah

No. Jenis Angkutan Jumlah Waktu Operasional

1. | Dump Truk 4 Pagi (08.00 - 12.00)
Siang (12.00 - 17.00)

2. | Motor 2 Pagi (08.00 - 12.00)
Siang (12.00 - 17.00)

Sumber : UPTD Lingkungan Hidup



Terbatasnya jumlah angkutan sampah juga masih menjadi faktor penghambat dalam
proses pengangkutan sampah karena dari keempat dumpt truk dan dua motor tersebut
digunakan untuk 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Belitang, Belitang Madang Raya, Nusa
Bakti dan Belitang Mulya sedangkan jumlah cakupan pengangkutan sampah cukup luas
dan petugas sampah harus mengumpulkan sampah serta petugas harus langsung
membuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena tidak tersedianya Tempat
Pembuangan Sementara (TPS). Kemudian ditambah jauhnya Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) yaitu di Desa Lebong, Tanah Merah yang berjarak 10 km dari Desa Gumawang.
Akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang rusak mengakibatkan aktivitas
pengangkutan sampah menjadi terhambat terlebih jika setelah turun hujan jalan akan
semakin parah dan terkadang menyebabkan dumpt truk terjebak dilubang ataupun

mengalami kerusakan.

Gambar 3 Penumpukkan Sampah
Sumber : Kecamatan Belitang

Dari gambar diatas dapat dilihat terjadinya penumpukkan sampah dipinggir jalan yang
menyebabkan tidak enak dipandang. Penumpukkan ini disebabkan karena sering terjadinya

keterlambatan petugas pengangkut sampah karena disebabkan berbagai kendala seperti



halnya kerusakan dumpt truk, luasnya wilayah cakupan pengakutan sampah dan lain-lain.
Sedangkan pada gambar selanjutnya menjelaskan kondisi akses jalan pengakutan sampah

dan kondisi akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Gambar 4 Rusaknya Jalan Menuju TPA
Sumber : Kecamatan Belitang

Berikut adalah tabel daftar pekerja di lapangan dan tabel jumlah masyarakat yang
mengikuti retribusi, yaitu :

Tabel 4 Daftar Pekerja di Lapangan

No. Nama Pekerja Jumlah Waktu Bekerja
1. Supir dan Kenek 20 orang Pagi (08.00 - 12.00)
Siang (01.00 - 17.00)
2. Tukang Rumput 8 orang Pagi (08.00 - 12.00)
Siang (01.00 - 17.00)
3. Tukang Sapu 20 orang Pagi (08.00 - 12.00)
Siang (01.00 - 17.00)

Sumber : UPTD Lingkungan Hidup

Tabel 5 Jumlah Mayarakat yang Mengikuti Retribusi

No. Jenis Retribusi Jumlah
1. Retribusi Pertokoan 475 toko
2 Retribusi Rumah Tangga 438 rumah tangga

Sumber : UPTD Lingkungan Hidup




Tabel diatas menjelaskan seberapa banyak masyarakat yang mengikuti retribusi di
Kecamatan Belitang. Adanya retribusi persampahan/kebersihan ini diharapkan masyarakat

bisa lebih peduli terhadap lingkungannya.

Tabel 6 Perbandingan Sampah antar Kecamatan

No. Nama Kecamatan Volume Sampah/hari
1. Kecamatan Belitang 1 65 kubik
2. Kecamatan Belitang Il 62 kubik
3. Kecamatan Belitang 111 58 kubik
4. Kecamatan Belitang Madang Raya 60 kubik
5. Kecamatan Belitang Mulya 47 kubik
6. Kecamatan Buay Madang 45 kubik
7. Kecamatan Buay Madang Timur 40 kubik
8. Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja 42 kubik
9. Kecamatan Buay Pemuka Beliung 30 kubik
10. | Kecamatan Bunga Mayang 30 kubik
11. | Kecamatan Madang Suku | 32 kubik
12. | Kecamatan Madang Suku Il 33 kubik
13. | Kecamatan Madang Suku 111 35 kubik
14 Kecamatan Martapura 63 kubik

Sumber : UPTD Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terlalu banyaknya volume sampah yang
dihasilkan juga menyulitkan para petugas untuk mengumpulkan dan mengangkat sampah.
Selain itu, terbatasnya jumlah para petugas dan angkutan sampah pun juga semakin

menambah penumpukkan sampah.

C . Banyaknya Masyarakat yang Belum Mematuhi Kebijakan Terkait

Kebijakan retribusi sampah ini dibuat untuk kepentingan bersama agar lingkungan
menjadi bersih dan sehat. Tetapi masih ada banyak masyarakat yang mengabaikannya
mereka lebih memilih membuang sampah di sungai, tentunya kebiasaan masyarakat ini

dapat menyebabkan banjir, penyebaran penyakit dan kerusakan lingkungan. Masyarakat




juga terkadang membung sampah di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu.
Dikutip dari dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008 pasal 11 yang menyebutkan :
“(1) Setiap Orang atau Badan Hukum, dilarang:
a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran, trotoar, tempat
umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya;
b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat sampah yang di
sediakan;
c. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
d. Mengubur bangkai-bangkai hewan besar di perkarangan atau sungai baik yang
airnya mengalir atau tidak; «

Pemerintah diharapkan dapat menemukan pemecahan masalah ini supaya masyarakat
patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga
harus menambah fasilitas yang mendukung seperti adanya tempat sampah/kantong
sampah, dan juga menambah kendaraan pengangkut sampah. Pemerintah juga harus lebih
rutin melakukan sosialisasi tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini kepada

seluruh masyarakat dengan harapan masyarakat lebih peduli lingkungan dan mematuhi

kebijakan tersebut.

Gambar 5 Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan
Sumber : Kecamatan Belitang (Desa Gumawang)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang

belum mematuhi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Masyarakat lebih memilih untuk
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membuang sampah dipinggiran sungai dan hal yang paling disayangkan adalah walaupun
Pemerintah telah menyediakan tempat sampah mereka lebih memilih untuk tidak
membuang sampah pada tempatnya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di
Kecamatan Belitang masih tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Sehingga, untuk
kedepannya diharapakan bahwa Pemerintah harus lebih tegas dalam mengimplementasikan
setiap kebijakan khususnya kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
Pemerintah juga diharapkan akan lebih tegas dalam menyikapi tindakan masyarakat yang
tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat sehingga masyarakat kedepannya lebih patuh
terhadap peraturan Pemerintah. Pemerintah juga harus lebih teratur kembali dalam
melaksanakan sosialisasi tentang peraturan ini setiap bulannya kepada masyarakat sekitar
dengan dibantu oleh pihak-pihak yang terlibat dengan pelaksanaan kebijakan yang telah

dibuat oleh Pemerintah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah:
1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur No. 18 Tahun

2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah:
1) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
OKU Timur No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Secara teoritis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Khususnya mengenai retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan di Kecamatan Belitang.

2) Secara praktis untuk menjadikan masukan bagi seluruh komponen masyarakat
beserta pemerintah tentang pentingnya menjaga lingkungan. Khususnya mengenai
retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kecamatan Belitang.

3) Manfaat bagi peneliti, dapat mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
OKU Timur No. 18 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/

kebersihan.
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